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KEFUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2033 TAHUN 2016

TENTANG

FPEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL YAA BUNAYYA BATANG KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanasn ketentuan Pasal 8 ayut (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional lerhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kanior
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
¥ang bermutu, perlu membenkan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hulkum untuk menyelenggarakan madrasah
scsuai dengan standar nasional pendidikan;

¢. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratil, wknis, dan kelayakan
vang telah ditetaplkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menelapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang
Pemberian Izin Opcrasional Pendirian Raudhatul Athfal Yaa
Bunayya Batang Kabupaten Batang.

Mengingat @ 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10);

4, Peraturan...




10.

11,

1.

. Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2008 toentang Wanb

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48623),

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008
MNomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeoncsia
MNomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4941);

. Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomaor 5150} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peratuiran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekaolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

ternitang  Standar  Pelayvanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagmimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menleri Pendidikan Masional
Momor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupalen, Kaota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 entang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl
Apama Nomor 2 Tabun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama [slam pada Sekolah [Benla Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomeoer 684},

Feraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kera Instansi Vertikal Kemenlerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 831);

Peraturan Menleri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nemor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 20135 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomeor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

13, Keputusan ...




13. Keputusan Menterl Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan
Departemen Agarma.

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL YAA
BUNAYYA BATANG KABUFPATEN BATANG.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasgh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan duri Keputusan ini.

KEDUA - Setelah jangkn waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a, Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepaln Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanasn pemcnuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan siandar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b, Mengajulken pendaltaran visitast akreditasi
sckolah /madrasah kepada BAP-8/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA x Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyvelenggaraan pendidikan danjatau
hasil akreditasi schbagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin opcrasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilal memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan  pendidikan dan/atau
hasil akreditasi schagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul
b Udak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dieabut.

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditctapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Juli 2016

s KEPALA KANTOR WILAYAH
EEMENTERIAN AGAMA
WINST JAWA TENGAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI .JAWA TENGAH
NOMOR 2033 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL YAA BUNAYYA BATANG

KABUPATEN BATANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 |Naemas Madrassh

RA. YAA BUNAYYA BATANG

2 Nomor Statistik Maodrasah

101233250119

3 |Alamat Madrasah

JL. TENTARA PELAJAR, GG, JERUK NO, 1
Desa [/ Kelurahan Knlisalak

Kecamatan Batang

Kabupaten Batang

Provinsi Jawa Tengah

4 |Nama Organisasi Penyclenggara

YAYASAN SABILILLAH HIDAYATULLAHN
BATANG

2 |Akte Notaris Organisasi

No. 23 DACHMITA VITALIA Tanggal 28 Mel

Penvelenggara 2015
& |Pengesahan Akte Notaris AHU-0008878 AH. 01,04, Tahun 2015
Organisasi Penyelenggara Tanggal 26 Juni 2015
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